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ABSTRAK

Keberadaan Perda bernuansa Syari’ah di Indonesia,
termasuk di Kabupaten Indramayu dan Kota Tasikmalaya,
menuai kontroversi di lingkungan masyarakat. Kelompok pro
menyatakan bahwa Perda bernuansa Syari’ah dapat membantu
pemerintah dalam menumbuh-kembangkan kehidupan beragama
dan melaksanakan amanat sila pertama pancasila dan UUD 45.
Pemikiran seperti ini tidak sejalan bagi pihak yang kontra dimana
penerapan Perda Syari’ah atau Perda Beruansa Syari’ah sebagai
bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan
karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, UUD 1945 serta
Bentuk Negara Kesatuan. Selain itu, Perda Syari’ah akan
menimbulkan sikap diskriminatif dan disintegrasi bangsa.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat masalah,
Bagaimana proses legislasi Perda bernuansa syariah di Kota
Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu dalam perspektif politik
hukum lokal? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi
diterbitkannya Perda bernuansa syariah tersebut? Bagaimana
penerapan Perda bernuansa syariah dalam Perspektif Magasid
Syariah?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)
dengan basis peraturan daerah yang bernuansa syariah di Kota
Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu Jawa Barat, dengan
metode kualitatif dan mengambil beberapa perda bernuansa
syariah perkara, menggunakan pendekatan perundang-undangan
(statute approach), dan pendekatan sosiologi hukum (legal
sociological - approach). = Perda bernuansa syariah tersebut
dianalisis dengan teori politik hukum daerah dan teori magasid
asy-syari‘ah.

Hasil penelitian adalah : Pertama, secara yuridis normatif,
proses legislasi Perda Bernuansa Syariah di Kota Tasikmalaya
dan Kabupaten Indramayu telah melalui tahapan-tahapan yang
dapat dinilai tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Kedua, faktor-faktor yang
mempengaruhi diterbitkannya Perda bernuansa syariah adalah :
a). faktor masyarakat mayoritas muslim (tradisional) dan punya



keinginan kuat untuk melestarikan nilai-nilai Islam dalam
kehidupan bermasyarakat, b). faktor sosial politik Islam yang
sangat dipengaruhi dinamika organisasi masyarakat keagamaan,
c). faktor perkembangan zaman dan modernisasi menimbulkan
perubahan sosial. Ketiga, Perda Bernuansa Syariah ada yang
sesuai dengan Magqasid Asy-Syari ‘ah dan ada yang kurang sesuai.
Perda bernuasa syariah harus memberikan kesesuaian
(keharmonisan), keadilan dan kemaslahatan. Kebaruan (novelty)
yang ditemukan penulis adalah konsep harmonisasi syariah dan
hukum dalam pembentukan kebijakan daerah yang diartikan
yaitu formalisasi syariat Islam dalam pembentukan kebijakan
daerah sebagai produk politik harus menyelaraskan aspek syariat
dan aspek hukum, agar mendatangkan keadilan dan kemaslahatan
semua manusia (li mashalih al-ibad). Konsep ini, selaras dengan
teori objektifikasi dari Kuntowijoyo, yang mengatakan bahwa
hukum (kebijakan daerah) harus lebih membumi dalam merespon
dan menyelesaikan masalah-masalah kongkret dan riil yang ada
dalam masyarakat.

Kata Kunci : Perda Bernuansa Syari’ah, Politik Hukum, dan
Magasid Asy-Syart ‘ah.



Abstract

The existence of local regulations with Shari'ah nuances in
Indonesia, including in Indramayu Regency and Tasikmalaya City,
has generated controversy in the community. The pro group states
that local regulations with Shari’ah nuances can assist the
government in fostering religious life and implementing the mandate
of the first principle of Pancasila and the 1945 Constitution. This
kind of thinking is not in line with the cons, where the application of
local regulations on Shari’ah or local regulations with Shari’ah
nuances is a form of violation of statutory provisions because it is
not in accordance with the ideology of Pancasila, the 1945
Constitution, and the Unitary State Form. In addition, Shari’ah local
regulations will lead to discriminatory attitudes and national
disintegration. Based on this background, there is a problem. How is
the legislative process of local regulations with sharia nuances in
Tasikmalaya City and Indramayu Regency from the perspective of
local legal politics? What are the factors that influence the issuance
of local regulations with sharia nuances? How is the application of
local regulations with sharia nuances from the perspective of
Magasid Asy-Syari ‘ah?

This research is a field study based on local regulations with
sharia nuances in Tasikmalaya City and Indramayu Regency, West
Java, using qualitative methods and taking several local regulations
with sharia nuances, using a statute approach, and a legal
sociological approach. The local regulations with sharia nuances are
analyzed with the theory of regional legal politics and the Magasid
Asy-Syari ‘ah theory.

The research results are: First, juridically normative, the legislative
process of Sharia Nuanced Local Regulations in Tasikmalaya City
and Indramayu Regency has gone through stages that can be
considered not contrary to the prevailing laws and regulations.
Second, the factors that influence the issuance of local regulations
with sharia nuances are: a). the factor of the majority Muslim
community (traditional) and its strong desire to preserve Islamic
values in social life; b). the socio-political factor of Islam, which is
v



strongly influenced by the dynamics of religious community
organizations; and c). the factor of the times and modernization
causing social change. Thirdly, there are some local regulations with
Sharia nuances that are in accordance with Magasid Asy-Syari ‘ah
and some that are not. Sharia local regulations must provide
harmony, justice, and benefit. The novelty found by the author is the
concept of harmonization of sharia and law in the formation of
regional policies, which means that the formalization of Islamic
sharia in the formation of regional policies as political products must
harmonize aspects of sharia and legal aspects in order to bring justice
and benefit all humans (// mashalih al-ibad). This concept is in line
with Kuntowijoyo's theory of objectification, which says that
laws (regional policies) must be more grounded in responding to
and solving concrete and real problems that exist in society.

Key Words: Shari’ah Nuanced Regional Regulation, Legal Politics,
and Magasid Asy-Syart‘ah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB - LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, No.
158/1987 dan No. 0543.b/UU/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
| alif | tidak tidak
dilambangkan dilambangkan
ba' b -
<
. ta' t -
[
sa S s (dengan titik di
<
atas)
Jim J -
C
ha h h (dengan titik di
o bawah)
\ kha kh -
C
5 dal D -
3 za z z (dengan titik di
atas)
ra r -
D)
. za' z -
J

Xiii




P sin S -
5 syin sy -
sad S s (dengan titik di
o? bawah)
. dad d d (dengan titik di
o” bawah)
b ta t t (dengan titik di
bawah)
5 za z z (dengan titik di
bawah)
‘ain koma terbalik di
C atas
t gain g -
U fa f -
3 qaf q -
5 kaf k -
J lam | -
. mim m -
N nun n -
P waw w -
N ha' h -
. hamzah apostrof
< ya y -
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B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis
rangkap.

Contoh: 4,41 ditulis Ahmadiyyah
C. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab
yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia seperti
salat, zakat dan sebagainya.

Contoh: 4= L&~ ditulis jamaah
2. Bila dihidupkan ditulis t,
Contoh : «WsY\ sl S” ditulis dengan karamatul-auliya
D. Vokal Pendek
Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.
E. Vokal Panjang
a panjang ditulis a, i panjang ditulis 7, u panjang ditulis t,
masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.
F. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya' mati ditulis ai.
Contoh: (&w ditulis bainakum

2. Fathah + wawu mati ditulis au.

Contoh: J ¢ ditulis gau/

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

dipisahkan dengan apostrof (°).

Contoh: (w i ditulis aantum
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e | ditulis ddat

s oY ditulis /a’in syakartum
H. Kata sadang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamaryyah
Contoh: OV2)\ ditulis al-Quran

LAl ditulis al-Qiyas
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya,

serta menghilangkan huruf I (el)-nya.

Contoh: sl ditulis as-Sama

o) ditulis asy-Syams
I. Huruf Kapital
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD
J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat
1. Ditulis kata per kata,
Contoh: 29,4 93 ditulis zawi al-furud
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam
rangkaian tersebut, Contoh: &l Jﬂ»\ ditulis ah/

as-sunnabh. gb’}l\ C‘—“‘ ditulis Syaikh al-Islam atau
Syaikh al-1slam.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan daerah (Perda) bernuansa syariah atau sering
disebut Perda Syariah merupakan istilah yang hingga saat ini
masih debatable, terjadi pro dan kontra dalam penggunaan istilah
tersebut. 7erm Perda Syariah sering dinisbatkan pada peraturan
daerah di Indonesia yang berlandaskan hukum agama Islam, baik
dilevel pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Secara formil memang tidak ditemukan istilah Perda Syariah,
sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?, yang
mana hanya menyebut Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan
Perda Kabupaten/Kota. Pasal 1 UU tersebut memberikan definisi
Perda Provinsi sebagai adalah Peraturan Perundang-undangan
yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
dengan persetujuan bersama Gubernur. Sementara Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan
yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Namun demikian dalam konteks ini penulis tetap
menggunakan istilah Perda bernuansa syariah untuk merujuk
pada kontennya, di mana memuat ketentuan-ketentuan yang
cenderung pada formalisasi aturan agama baik yang bersifat
ubudiyah (ibadah mahaah) maupun yang bersifat muamalah.

Otonomi daerah yang diberikan konstitusi paska reformasi
mengalami dinamika yang heterogen antar daerah yang diiringi
dengan tuntutan aspirasi masyarakat dari berbagai latar

1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-
Undangan ini telah diubah sebanyak dua kali yakni dengan UU No. 15 tahun 2019
tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan dan UU No. 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU
No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
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belakang, tak terkecuali dari latar belakang keagamaan, melalui
organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang hidup di
masyarakat dan partai-partai Islam yang menjadi basis sokongan.

Konstitusi sendiri menyatakan otonomi daerah adalah hak,
wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Setelah berlakunya UU No. 22 tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan terjadinya
desentralisasi kewenangan dan juga pembagian keuangan antara
daerah dan pusat, keberadaan ormas dan partai-partai Islam
dalam memperjuangkan perda bernuansa syariah semakin
mendapatkan tempatnya.

Dalam perjalanannya memang terjadi dinamika pengaturan
pemerintahan daerah dimana setelah itu terjadi perubahan
dengan terbitnya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan terus terjadi pergolakan regulasi dimana setelahnya
pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU
No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU yang kemudian
ditetapkan melalui UU No. 8 Tahun 2005 kemudian dilakukan
perubahan kedua dengan UU No. Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.

Pada masa pemerintahan berikutnya, UU No. 32 Tahun 2004
kemudian dicabut dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. Setahun berikutnya Pemerintah
Rl menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perpu) yang kemudian ditetapkan dengan UU No. 2
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU
No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang dan terakhir diterbitkan UU No. 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang.
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Dinamika pengaturan otonomi daerah yang disertai dengan
pembagian kewenangan pemerintahan dan pembagian keuangan
memunculkan berbagai aspirasi masyarakat sesuai dengan corak
keagamaannya. Masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang
mayoritas bergama Islam menginginkan adanya corak syariah
dalam regulasi daerah melalui Perda-perda syariah. Demikianpun
hal tersebut memicu daerah-daerah lain yang mayoritas bergama
kristen (katolik/protestan) berkeinginan juga untuk menjadikan
corak agamanya dalam peraturan daerah.

Hasil penelitian Syafuan Rozi dan Nina Andriana dari
Lembaga IImu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang Politik
Kebangsaan dan Potret Perda Syariah di Indonesia: Studi Kasus
Bulukumba dan Cianjur, selama periode 1999-2009,
menunjukkan terdapat 24 provinsi atau 72,72% daerah di
Indonesia yang menerbitkan perda bernuansa agama, baik
syariah Islam maupun Injili, tercatat 151 Perda dan 1 Peraturan
Kepala Daerah (Perkada).? Hasil ini lebih kecil dari apa yang
disampaikan oleh Michael Buehler dari School of Oriental and
African Studies, University of London yang mana ia pernah
melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat 443
Perda bernuansa syariah di Indonesia sepanjang tahun 1999-
2014.3

Salah dua Perda bernuansa syariah yang menarik untuk
diteliti adalah Perda Kota Tasikmalaya tentang Tata Nilai
Kehidupan Masyarakat yang Religius dan Perda Kabupaten
Indramayu tentang Prostitusi.

Perda Kota Tasikmalaya tentang tentang Tata Nilai
Kehidupan Masyarakat yang Religius awalnya diatur melalui
Perda No. 12 Tahun 2009 kemudian dicabut dan digantikan
dengan Perda No. 7 Tahun 2014 tentang Pembangunan Tata
Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada
Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota

2 Syafuan Rozi dan Nina Andriana, Politik Kebangsaan dan Potret Perda Syariah
di Indonesia: Studi Kasus Bulukumba dan Cianjur, Makalah Peneliti di Pusat
Penelitian Politik (Jakarta: LIPI, 2010), him 35.

3 Michael Buehler, The Politics of Shari’a Law, Islamist Activist and the State in
Democratizing Inodnesia, (London: Cambridge University Press, 2016), him. 40.
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Tasikmalaya. Sementara Perda Kabupaten Indramayu tentang
Prostitusi awalnya diatur melalui Perda No. 7 Tahun 1999,
kemudian dilakukan perubahan dengan Perda No. 4 Tahun 2001
dan hingga kini masih berlaku.

Dua Perda tersebut dianggap Perda yang bernuansa syariah
dan menimbulkan perdebatan dikalangan aktivis hak asasi
manusia serta kalangan tokoh agama tidak saja dilevel lokal
tetapi juga nasional. Disamping dua Perda diatas ada beberapa
Perda yang bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya dan
Kabupaten Indramayu diantaranya Perda No. 02 Tahun 2011
tentang Pendidikan Diniyah di Kota Tasikmalaya, Perda
Kabupaten Indramayu No. 7 Tahun 2005 sebagaimana diubah
dengan Perda No. 15 Tahun 2006 tentang Pelarangan Minuman
Beralkohol serta Perda Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun
2012 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah.

Disertasi ini akan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi
proses legislasi dan terbitnya Perda bernuansa syariah secara
politik hukum, bagaimana implementasinya serta bagaimana dua
Perda tersebut dilihat dari perspektif maqgasid syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses legislasi Perda bernuansa syariah di Kota
Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu dalam perspektif
politik hukum lokal?

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi diterbitkannya Perda
bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten
Indramayu?

3. Bagaimana penerapan Perda bernuansa syariah dalam
Perspektif Maqgasid Syariah?



C. Tujuan dan Kegunaan
Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses legislasi Perda
bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten
Indramayu dalam perspektif politik hukum lokal?

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
diterbitkannya Perda bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya
dan Kabupaten Indramayu?

3. Untuk mengathui bagaimana penerapan Perda bernuansa
syariah dalam Perspektif Magasid Syariah?

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
atau kegunaan dalam pembangunan hukum nasional Indonesia,
yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengisi atau
memberikan sumbangan konsep atau wawasan baru bagi
tersusunnya ilmu hukum Islam (syariah) Indonesia. Hasil
penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah
kepustakaan dan keilmuan di bidang ilmu syariah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan dan evaluasi bagi para legislator, eksekutif serta
tokoh masyarakat dan tokoh agama tentang pemahaman terkait
dinamika politik hukum dan magasid syariah dalam penerbitan
peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.

D. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian mengenai Perda Syariah telah dilakukan
diantaranya:

Syafuan Rozi dan Nina Andriana dalam penelitiannya yang
berjudul “Politik Kebangsaan dan Potret Perda Syariah di
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Indonesia: Studi Kasus Bulukumba dan Cianjur* menyimpulkan
bahwa perda syariah cenderung masih dalam tahapan politik
kebijakan simbolik berupa visi dan wacana publik, tanpa
indikator atau alat ukuran capaian serta pelibatan dan
penerimaan kalangan nasionalis dan non-muslim, sehingga lebih
cenderung merupakan upaya politik simbolik atau formalisasi
perda Syariah, belum instrumental, dan belum juga pada capaian
gerakan sosial yang sangat mengakar dan berdampak nyata di
kabupaten Cianjur.

Pemahaman pada umat layaknya menjadi tumpuan penting
bagi penerapan perda syariah Islam ini. Karena bukan hal yang
mustahil jika dimasa yang akan datang, perda-perda dengan ciri
dan karakteristik yang berlatar belakang agama tertentu seperti
ini, menjadi potensi untuk tumbulnya konflik yang bersifat
horizointal diantara umat muslim dan umat non-muslim.

Umat muslim akan menggunakan perda ini sebagai legalitas
tindakan-tindakan mereka yang mencoba untuk melakukan
gerakan penertiban terhadap hal-hal yang cenderung mereka
anggap identik dengan perusakan akhlak dan moral. Hak kaum
perempuan disini diabaikan. Keterlibatan perempuan dalam
perumusan Perda ini dirasakan sangatlah tawar atau minimalis.
Disamping itu, perempuan juga selalu berada pada posisi
subordinat dari substansi yang terdapat di dalam Perda ini.
Keindonesiaan pada masyarakat akar rumput berada pada tataran
konsep belum mengakar dan bertransformasi dalam bentuk pola
pikir bahkan tindakan dalam kesehariannya.

Gugun El Guyanie dan Moh. Tamtowi yang berjudul ”Politik
Legislasi Perda Syari’ah di Sumatera Barat” Penelitian ini
meneliti tentang bagaimana peran tokoh-tokoh adat, pemerintah
daerah dan Ormas-ormas Islam terutama MUI dalam
menghasilkan berbagai Perda bernuansa syari’ah. Dalam
penelitian tersebut ditemukan bahwa munculnya Perda Syari’ah
di Sumatera Barat lebih banyak diinisiasi oleh tokoh-tokoh adat,

4 Syafuan Rozi dan Nina Andriana, Politik Kebangsaan, him. 35
5 Gugun EI Guyanie, “Politik Legislasi Perda Syari’ah di Sumatera Barat” Jurmal
Staatsrecht, Vol. 1 No. 1 Juni 2021.
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pemerintah daerah (eksekutif maupun legislatif) kemudian
diperkuat legitimasinya oleh MUI sebagai Ormas terbesar dan
legitimate di masyarakat serta ormas-ormas lain. Peran Ormas
ini selain MUI tidak terlalu signifikan dalam pembentukan Perda
syari’ah. Ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah dan
Perti hanya dimintai persetujuan.

Efrinaldi yang berjudul ”Perda Syari’ah dalam Perspektif
Politik Islam dan Religiusitas Umat di Indonesia”.® Penelitian ini
mengungkap bahwa legislasi dan penerapan Perda bernuansa
Syari’ah di berbagai daerah sebagai wujud ekspresi keagamaan
umat Islam yang sebelumnya tidak diberikan ruang oleh
pemerintah pusat. Keberadaan Perda Syari’ah tidak terlepas dari
pengaruh teori recepcie a contrario di mana umat Islam
diwajibkan melakukan ajaran agama sesuai dengan Syari’at
sebagai konsekuensi keimanan dan pemelukan mereka terhadap
agama Islam. Perda sebagai produk hukum pemerintahan daerah,
bisa dimaknai sebagai rambu-rambu hukum dalam melaksanakan
tugas-tugas pemerintahan daerah. Secara substansif, perda berisi
seperangkat aturan dan nilai-nilai yang diyakini dapat
memberikan arah dan pedoman bagi para pemimpin daerah
dalam melaksanakan pemerintahan.  Penelitian ini juga
mengungkap bahwa Perda bernuansa Syari’ah di berbagai daerah
bertujuan untuk memajukan dan memberikan rasa aman dan
tentram bagi daerah mereka masing-masing. Mayoritas daerah
yang memberlakukan Perda bernuansa Syari’ah adalah daerah
yang masyarakatnya mempunyai Kkeinginan Kkuat untuk
menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Keinginan tersebut kemudian ditangkap oleh lembaga legislatif
dan Pemerintah Daerah sehingga melahirkan Perda bernuansa
Syari’ah. Menurutnya, Perda tersebut legal karena Daerah
diberikan hak oleh Undang-undang untuk membuat peraturan
daerah yang sesuai dengan karakteristik serta lokalitas. Undang-
undang Dasar pasal 18 B serta Undang-undang tentang otonomi
daerah sebagai landasan konstitusional Daerah dalam membuat

6 Efrinaldi, “Perda Syari’ah dalam Perspektif Politik Islam dan Religiusitas Umat
di Indonesia”, Jurnal Madania, \ol. XVI11, No. 2, Desember 2014.
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Perda yang disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan dan
lokalitas masing-masing daerah. Perda tersebut sebagai
pelaksanaan mandat Undang-undang dalam melaksanakan
fungsi otonomi daerah.

Emy Hajar Abra dalam penelitiannya yang berjudul
”Kontroversi Legalitas dan Penerapan Perda Syari’ah dalam
Sistem Hukum Nasional”’ menyatakan bahwa Perda Syari’ah
ditinjau dari sistem hukum di Indonesia. Kajian ini menarik
karena Perda Syari’ah selalu menuai kontroversi di kalangan
masyarakat. Kontroversi ini tidak muncul tiba-tiba melainkan
jauh sebelumnya sudah terjadi. Kontroversi ini disebabkan
karena Indonesia negara Pancasila bukan negara agama yang
mengakui semua agama serta memberlakukan semua agama
sama di depan hukum. Prinsip ini juga tertuang dalam UUD 1945
yang intinya negara menjamin kebebasan bagi semua warga
negara untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran agama
tersebut sesuai dengan agama dan keyakinannya.

Penelitian lain ditulis oleh Ahmad Fadholi dengan judul
”Legislasi Perda Syari’ah di Indramayu (Tinjauan Teori Hukum
dan Hukum Islam)”® Penelitian ini memotret tentang adanya
perda bernuansa Syari’ah di Kabupaten indramayu Jawa Barat.
Dalam artikel ini disebutkan bahwa keberadaan Perda Syari’ah
disebabkan karena adanya celah dari Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang otonomi Daerah. Pendukung formalisasi
Syari’at berjuang untuk mengundangkan Peraturan Daerah
bernuansa Syari’ah karena mendapat perlindungan dari segi
hukum iaitu UU Otonomi daerah. Perda Syari’ah muncul di
berbagai Daerah karena perjuangan lewat pemerintah pusat gagal
karena terbentur dengan prinsip Pancasila, UUD 1945 serta
kaum nasionalis sekuler. Fadholi menyimpulkan bahwa Perda
Syari’ah di daerah, dalam kasus di Indramayu bersifat top down,
kontradiktif dan debatable. selain merugikan kaum non muslim
juga hanya menyebabkan kesalehan struktural. Para pegawai

" Emy Hajar Abra, “Kontroversi Legalitas dan Penerapan Perda Syari’ah dalam
Sistem Hukum Nasional”, Jurnal Dimensi, Vol. 3, No. 3, 2014,

8 Ahmad Fadholi, “Legislasi Perda Syari’ah di Indramayu, Tinjauan Teori Hukum
dan Hukum Islam”, Jurnal Misykah, Vol.1, No. 1, 2016, him. 80.
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sangat rajin mengamalkan isi Perda agar mendapatkan penilaian
baik dari atasan.

Muntoha dalam tulisannya yang berjudul ”Otonomi Daerah
dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah.”®
menguraikan tentang penerapan Perda Syariat Islam di
Indonesia. la menjelaskan bahwa Perda bernuansa Syari’ah
menjadi kontroversi karena di satu sisi Indonesia bukan negara
Islam, tetapi di sisi lainnya otonomi daerah memberikan ruang
munculnya Perda lokal daerah. Selain itu, sebagai negara
Pancasila yang berketuhanan, hukum Islam mendapatkan tempat
tersendiri. Dalam tulisan tersebut juga dijelaskan faktor-faktor
yang menyebabkan perjuangan formalisasi Syari’at di Indonesia
sangat berat dilaksanakan, mulai dari faktor historis, ideologis
dan praktis. Tulisan tersebut juga menyinggung tentang
penerapan Perda Syari’ah di Aceh yang mendapatkan otonomi
Khusus.

Penelitian M. Yasin al Arif dan Panggih F. Paramadina yang
berjudul “Konstitutionalistas Perda Syari’ah di Indonesia dalam
Kajian Otonomi Daerah”*® menyimpulkan bahwa Perda syariah
secara materi/substansi tidak sejalan dengan semangat otonomi
daerah. Kecuali daerah yang diberikan kekhususan dalam
menyelenggarakan pemerintahannya. Otonomi seluas-luasnya
harus dimaknai sesuai dengan koridornya agar tidak lepas dari
ketentuan yang sudah diundangkan. Meskipun maksud dan
tujuan dari pembentukan Perda daerah tersebut mempunyai baik
untuk memperbaiki tatanan moral yang semakin tereduksi,
namun hal itu harus digunakan dengan cara/tuntunan yang sesuai
dengan bangunan hukum yang sudah ditetapkan. Sehingga
dengan mengacu pada teori tentang jenjang norma hukum dan
hierarki yang sudah ditentukan dalam UU No. 12 tahun 2011,
Perda syariah secara materi/subtansial bertentangan dengan
norma hukum yang berada di atasnya dan dapat dikatakan

9 Muntoha, Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa
Syari’ah (Yogyakarta: Safiria Insanai Press, 2010).

10'M. Yasin al Arif dan Panggih F. Paramadina “Konstitutionalistas Perda Syari’ah
di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah” Jurnal AS-S/YASI: Journal of
Constitutional Law, \ol. 1, No. 1, 2021.
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inskonstitusional. Sebab masalah agama tidak termasuk lingkup
yang didesentralisasikan sesuai dengan perintah UUD 1945 dan
UU No. 32 tahun 2004 yang telah dirubah UU No. 23 tahun 2014.

Penelitian lain yang menarik adalah penelitian Cholida
Hanum yang berjudul ”Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas
Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah:
Kajian Perda Syariah di Indonesia”.!' Hasil penelitiannya
mengungkapkan bahwa Perda Syari’ah muncul karena 4 faktor,
yaitu: faktor historis, yuridis, sosiologis dan politis. Dari segi
historis, Perda ini mucul terkait dengan sejarah penerapan
Syariat Islam di Indonesia. Upaya untuk memberlakukan syariat
Islam di Indonesia tidak pernah berhenti sejak Islam masuk ke
Nusantara, hingga saat pemerintahan orde reformasi yang cukup
kondusif, dengan memanfaatkan nuansa otonomi Daerah, maka
lahirlah Perda-Perda Syariah tersebut. Dari segi yuridis, Perda ini
muncul seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah yang
merupakan amanat dari UUD NRI 1945 hasil amandemen dan
diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan
Daerah yang kemudian digantikan oleh UU No. 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah. Dari sisi sosiologis, Perda
Syari’ah ini muncul karena adanya political will pemerintah
bersama  masyarakat. = Sedangkan dari  sisi  politis,
diundangkannya Perda Syari“ah oleh sejumlah Provinsi dan
Kabupaten/Kota merupakan kepentingan politik jangka pendek
elit politik untuk melanggengkan kekuasannya di masing-masing
wilayah tersebut.

Penelitian lain yang tak kalah menarik adalah penelitian yang
ditulis Lindra Darnela yang berujudul “Tinjauan Sistem Hukum
dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syari’ah™'? yang
dalam kesimpulannya ia menyatakan: pertama, Secara struktur
hukum, Struktur hukum di Tasikmalaya sudah menunjukkan

1 Cholida Hanum "Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-
Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia” dalam
Jurnal /nright Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, \Vol.7, No.1, 2017.

12 Lindra Darnela “Tinjauan Sistem Hukum dalam Penerapan Peraturan Daerah
(Perda) Syari’ah dalam As-Syir’ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum\ol.49, No.1, Juni
2015.
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niat dan kinerja yang cukup baik, walaupun dalamproses
pembentukan Perda tahun 2009, terjadi tarik ulur
kepentingan pada ranah legislatif. Namun dengan Terbitnya
perdayang baru yaitu Perda Tasikmalaya No. 7 Tahun 2014,
menunjukkan bahwa  Struktur  hukum  telah  mulai
mengakomodir kepentingan semua pihak bukan hanya umat
Islam saja. Hanya saja pada tingkatan pelaksanaan, tidak
ada tindak lanjut dari struktur hukum untuk mengaplikasikan
Perda ini.

Kedua, secara substansi hukum, Perda No. 7 Tahun
2014 ini sudah diberlakukan di Kota Tasikmalaya, secara
substasi juga telah terjadi perubahan yang sangat signifikan
dari Perda Tasikmalaya No. 12 Tahun 2009 ke Perda
Tasikmalaya No. 7 Tahun 2014, yaitu yang pada awalnya
hanya mengakomodir untuk agama Islam saja. Beberapa
hal juga diatur dalam Perda ini yang menyangkut
pembangunan akhlak dan juga kegiatan perekonomian. Akan
tetapi,masih ditemukan pasal yang secara spesifik mengatur
umat Islam saja, yaitu ketentuan tentang Pemeliharaan
Keyakinan Beragama yang terdapat dalam Pasal 6.

Ketiga, secara budaya hukum, Perda ini merupakan
inisiatif dari tokoh-tokoh masyarakat dan disambut baik oleh
masyarakat secara umum (meskipun ada kelompok yang
menunjukkan  ketidaksepakatannya dengan diam). Namun
dengan kurangnya sosialisasi dan keseriusan yang dilakukan
oleh pemerintah dalam memberlakukan peraturan tersebut,
maka tidak semua masyarakat dapat mengakses peraturan ini,
sehingga Perda baru inipun belum memiliki dampak
signifikan dalam masyarakat serta mempengaruhi budaya
hukum yang ada di masyarakat

E. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum Daerah

Mahfud MD memberikan definisi politik hukum sebagai lega/
policy (kebijakan) resmi tentang hukum yang diberlakukan baik
dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian
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hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Politik
hukum-hukum vyang akan diberlakukan dan juga pilihan
mengenai hukum yang akan dicabut atau tidak dijalankan. Yang
mana semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara
seperti yang ada dalam pembukaan UUD 1945.13

Mohammad Radhie mengemukakan bahwa politik hukum
sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai
hukum kemudian berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah
perkembangan hukum yang dibangun.’* Padmo Wahjono
menyatakan bahwa politik hukum merupakan suatu kebijakan
penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk
menghukumkan sesuatu termasuk didalamnya kebijakan yang
berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan
penegakan hukum.*®

Sementara mengenai politik hukum daerah dimaknai sebagai
setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Contoh kebijakan
Pemerintah Daerah seperti Peraturan Bupati, Keputusan Bupati
dan lainlain. Sedangkan kebijakan Pemerintahan Daerah adalah
seperti Peraturan Daerah. Peraturan Bupati atau Keputusan
Bupati dan peraturan lainnya dalam yang dibuat oleh Pemerintah
Daerah tidaklah perlu meminta persetujuan dari Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan
kebijakan Pemerintahan Daerah maka harus mendapat
persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 16

Secara formil, teori politik hukum maupun politik hukum
daerah harus mengacu pada teori formil pembentukan peraturan
perundang-undangan yang menurut Bagir Manan melukiskan
pengertian Perundang—undangan dalam arti materil antara lain
sebagai Dberikut: pertama. Peraturan Perundang-undangan

13 Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT Grafindo Persada,
2009), him. 13-14.

¥ Imam Saukani, Dasar-aasar Politik Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa,
2015), him. 27.

15 Jbid. 26.

16 Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, Hukum Pemerintahan Daerah di
Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), him. 10.
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berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan
tertulis, Peraturan Perundang—undangan sebagai kaidah hukum
tertulis (geschrevenrecht, written law). Kedua, Peraturan
Perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau
lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang
membuat peraturan yag berlaku mengikat umum (algemeen).
Ketiga, Peraturan Perundang-undangan bersifat mengikat
umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang.
Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan
Perundang—undangan tidak berlaku terhadap peristiwa kongkret
atau individu tertentu.’

Secara yuridis dibedakan antara Peraturan Perundang-
undangan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan menyatakan:

Ayat (1): Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah
pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang
mencakup  tahapan  perencanaan,  penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan,
pengundangan.

Ayat (2): Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan
tertulis yang memuat norrna hukum yang mengikat
secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga
negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur
yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Black’s Law Dictionary, membedakan antara /egis/ation dan
regulation. Legislation lebih diberi makna sebagai pembentukan
hukum melalui lembaga legislasi (the making of laws via
legislation). Regulation diberi pengertian aturan atau ketertiban
yang dipaksakan melalui ketentuan hukum yang ditetapkan oleh

7 tbid.



14

Pemerintahan melalui wewenang eksekutif (ru/le or order having
force of law issued by executive authority of government).*é

2. Teori Maqgasid Syariah

Kata Magasid merupakan bentuk plural dari kata magsad,
yang terbentuk dari kata gasada — yaqsidu — gasdan — wa magsaa,
yang secara etimologi berarti niat, maksud, atau tujuan.t®

Menurut al-Yubi, kata magsad memiliki beberapa
engertian, di antaranya: (1) pegangan, mendatangkan sesuatu;
(2) jalan yang lurus; (3) keadilan, keseimbangan; (4) pecahan.?°
Adapun kata “a/-syar ‘afi’ berarti jalan menuju sumber air atau
sumber pokok kehidupan. Secara istilah, a/-syar ‘ah mempunyai
beberapa pengertian, salah satunya adalah ketentuan-ketentuan
yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-Nya melalui Nabi
Muhammad yang mencakup akidah, muamalah, dan akhlak.??

Sementara secara terminologi (/ma’na istilahiy) terdapat
beberapa pengertian yang saling berdekatan maksudnya, yang
semuanya bermuara kepada arti ‘maksud dan tujuan di balik
syariat demi kemaslahatan umat’. Beragam definisi yang
diajukan para ahli ushul pada intinya berangkat dari satu titik
yang sama, Yyaitu bahwa hukum itu bertujuan untuk
kemaslahatan manusia.??

Menurut Ibnu A’syur maqgasid syariah adalah makna-makna
dan himah-hikmah yang menjadi pertimbangan Syari’ dalam
segenap atau sebagian besar pen-tasyri’-annya, Yyang
pertimbangannya itu tidak terbatas dalam satu jenis tertentu.

18 Jbid.

19 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, cet. 25, (Yogyakarta:
Pustaka Progressif, 2002), him. 1123

20 Muhammad Sa‘d bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi, Magasid al-syari’ah
Islamiyyah wa ‘Alagatuh bi al-Adillah al-Syar‘yyah, (Saudi Arabia: Dar al-Hijrah,
1998), him. 25-28.

2l Totok Jumantoro, dan Samsul Munir Amin, Kamus llmu Ushul Figh, cet |
(Jakarta: Amzah, 2005), him. 196.

22 Muhammad Roy Purwanto dan Johari, Perubahan Fatwa Hukum dalam
Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017);
Muhammad Roy Purwanto, Pemikiran Imam al-Syafi’i aalam Kitab al-Risalah tentang
Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Figh, (Yogyakarta: Universitas Islam
Indonesia, 2017).
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Jadi, termasuk ke dalam maqasid adalah karakteristik syari’ah,
tujuan-tujuannya yang umum, serta makna-makna yang tidak
mungkin untuk tidak dipertimbangkan dalam pentasyri’an.?

Ibnu ‘Asyur juga membagi magasid menjadi dua bagian:
maqasid al syari’ah al-‘ammah dan magasid al-syan’ah al-
khassah. Maqgasid al-syarn’ah al ‘ammah adalah sasaran dan
tujuan syariat yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan
manusia secara umum, seperti melestarikan sebuah system yang
bermanfaat, menjaga kemaslahatan, menghindari kerusakan,
merealisasikan persamaan hak antarmanusia, dan melaksanakan
syariat sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah.
Sedangkan magasid al-syari ‘ah al-khassah adalah tujuan syariat
yang khusus, yakni tentang muamalat, yang di dalamnya
mengupas berbagai isu magasid al-syar ‘ah, misalnya maqgasid
al-syari’ah hukum keluarga, maqasid al-syari’ah penggunaan
harta, maqgasid al-syarn’ah hukum perundang undangan dan
kesaksian, dan sebagainya.?*

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Objek Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji penelitian
hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) tipologi, yakni penelitian
hukum normatif dan penelitian hukum empiris atau sosiologis.?®
Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder belaka. Sementara penelitian empiris atau sosiologis
adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti
data primer.

Objek dari penelitian hukum normatif terdiri dari: a)
penelitian terhadap asas-asas hukum; b) penelitian terhadap
sistematika hukum; c) penelitian terhadap taraf sinkronisasi

23 Muhammad Thahir ibn ‘Asyur, Magasid al-Syari ‘ah al-Iskamiyyah, (Amman:
Dar al Nafais, 2001), him. 15.

24 Ibid.

%5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamwiji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu
Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), him. 13-14.
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hukum; d) penelitian sejarah hukum; e) penelitian perbandingan
hukum.?® Sementara objek kajian dari penelitian hukum empiris
terdiri atas: a) efektifitas aturan hukum; b) kepatuhan terhadap
aturan hukum; c) peranan lembaga atau institusi hukum dalam
penegakan hukum; d) implementasi aturan hukum; e) pengaruh
aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya;
dan f) pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.?’

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni,
pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan
pendekatan sosiologi hukum (/egal sociological approach).
Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara
menelaah peraturan daerah yang bernuansa syariah di Kota
Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Pendekatan
ini berguna untuk mengukur konsistensi atau harmonisasi antara
satu regulasi dengan regulasi yang lain. Sementara pendekatan
sosiologi hukum dilakukan dengan cara menggali faktor-faktor
sosiologis yang mendorong terbitnya Perda bernuansa syariah di
Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data
primer mencakup persepsi, aspirasi, prinsip-prinsip, dan lain-lain
yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Bupati
Indramayu, Walikota Tasikmalaya, Ketua dan Wakil Ketua
DPRD Indramayu dan Tasikmalaya, tokoh masyarakat, tokoh
agama, serta sampel warga non-Muslim yang menjadi objek
penerapan Perda yang bernuansa syari’ah. Mereka dipilih sebagai
sampel penelitian karena penerapan Perda bernuansa syari’ah
dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini penting untuk
mengevaluasi apakah penerapan Perda syari’ah di Indramayu dan
Kota Tasikmalaya bersifat diskriminatif, intoleran, atau tidak.
Data sekunder mencakup berbagai fakta atau permasalahan serta
penelitian atau tulisan yang telah ada, dengan mengambil

% /bid., him. 14.
27 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009), him. 87.



17

variabel yang relevan. Data sekunder ini diperoleh melalui studi
literatur, diskusi dengan informan kedua yang dianggap
memahami isu yang diperlukan, serta penelitian sebelumnya
yang memiliki hubungan baik, baik secara langsung maupun
tidak langsung, dengan masalah penerapan Perda Syari’ah di
Indramayu dan Tasikmalaya.

4. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka
pengujian datanya juga menggunakan pengujian data kualitatif.
Mekanisme kerja dari pengujian keabsahan data ini adalah
setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan
analisis dengan menggunakan deskriptif analitis. Pada tahap
analisis ini, dilakukan pemilahan data yang sesuai dengan
kepentingan kajian dan membuat perampatan atas data yang
kurang relevan. Analisis data akan dilaksanakan dalam tiga
tahapan, yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap
verifikasi data.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan,
perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi
data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari
lapangan. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama
penelitian yang berproyeksi kualitatif berlangsung. Reduksi data
akan berlangsung mulai dari penelitian ini dilakukan sampai
kepada penelitian ini selesai dilakukan.?®

Sedangkan yang dimaksud dengan penyajian data®® adalah
sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dengan
penyajian-penyajian, akan dipahami apa yang sedang terjadi dan
apa yang harus dilakukan lebih jauh, menganalisis ataukah
mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman dan
penyajian-penyajian tersebut. Penyajian yang akan digunakan
oleh peneliti adalah penyajian teks naratif.

28 Menurut Matthew B. Miles dan A, Michaels Huberman, Qualitative Data
Analytis, terj. Analisis Data Kualitatif (Jakarta: Ul Press, 1992), him. 16.
2 Ibid.
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Analisis data terakhir adalah menarik kesimpulan dan
verifikasi. Dari permualaan data, seorang peneliti kualitatif
mulai mencari mencatat dan mencari makna dari keteraturan,
pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab
akibat dan proposisi. Data-data harus diverifikasi sehingga
muncul makna-makna dan kemudian makna-makna tersebut
harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya.*°
Kesimpulan akan dibuat sesingkat mungkin untuk mengutarakan
kembali temuan-temuan data lapangan ataupun dalam studi
literatur yang berhubungan Data-data yang diperoleh dari
wawancara maupun lainnya.

Data tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan dianalisis
dengan pendekatan interdisipliner, termasuk politik hukum,
politik hukum Islam, dan magasid al-syari’ah. Pendekatan
politik hukum sangat penting untuk menilai keberadaan Perda
bernuansa syari’ah di Indonesia, apakah sejalan dengan
kebijakan negara, Pancasila, konstitusi, serta sistem hukum dan
perundang-undangan yang berlaku. Hal ini krusial mengingat
Indonesia  sebagai negara Pancasila yang berbentuk
Republik/Kesatuan memiliki ideologi, sistem perundang-
undangan, dan sistem hukum vyang harus dihormati oleh
Pemerintah Daerah.

Setiap peraturan daerah diwajibkan untuk mengikuti
kebijakan Pemerintah Pusat dan tidak boleh bertentangan
dengan Pancasila sebagai ideologi dan sumber hukum utama.
Oleh karena itu, Perda bernuansa syari’ah perlu dianalisis dari
sudut pandang multidisipliner untuk menentukan kesesuaiannya
dengan ideologi, konstitusi, sistem hukum nasional, serta
dampak yang mungkin ditimbulkan, apakah bersifat
diskriminatif atau berpotensi mengancam integrasi bangsa.
Selain itu, pendekatan maqasid al-syari ’ahjuga diperlukan untuk
mengevaluasi apakah perda yang mengusung nilai-nilai syari’ah
benar-benar  menjamin  kemaslahatan  lokal, termasuk
perlindungan terhadap agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan.

30 Ibid.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan disertasi ini terdiri dari enam bab.
Bab pertama adalah bab pendahuluan terdiri dari latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka,
kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas konsep negara hukum dan konstelasi
politik hukum Islam di Indonesia yang terdiri dari konsep negara
hukum, poltik hukum yang membahas tentang politik hukum
Islam di Indonesia; hubungan antara islam dan negara pada masa
pra kemerdekaan; perjuangan kaum islamis masa orde lama;
islam dan negara pada masa orde baru.

Bab ketiga membahas perda bernuansa syariah dalam
peraturan perundang-undangan indonesia yakni menguraikan
tentang politik hukum dalam pembentukan peraturan daerah dan
dinamika legislasi perda bernuansa syari’ah.

Bab keempat tentang faktor-faktor terbitnya perda
bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten
Indramayu yang membahas tentang kondisi sosial politik dan
keagamaan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu, perda
bernuasa syari’ah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten
Indramayu, faktor terbitnya perda bernuansa syari’ah Kota
Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu; legislasi dan
implementasi perda bernuansa syari’ah Kota Tasikmalaya dan
Kabupaten Indramayu.

Bab kelima berisi analisa magasid asy-syari’ah terhadap
perda bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten
Indramayu, yang terdiri dari perda bernuansa syari’ah di Kota
Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu perspektif magasid asy-
syarn ‘ahserta kemaslahatan dan formalisasi syariah Islam di Kota
Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu.

Bab keenam merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan
saran-saran.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian terhadap dinamika Perda bernuansa Syariah di
Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu Jawa Barat
sebagaimana telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:

1. Mengenai Proses Legislasi Perda Bernuansa Syariah di Kota
Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu.

Secara yuridis normatif, proses legislasi Perda-Perda
bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten
Indramayu telah melalui tahapan-tahapan yang dapat dinilai
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku diatasnya. Tahapan legislasi Perda bernuansa Syari’ah
telah melalui pertama, kajian akademis, kedua, masuk pada
perencanaan program pembentukan peraturan daerah, ketiga,
tahapan penyusunan dimana bagian hukum mengkoordinasi
penyusunan Ranperda dengan dinas terkait, pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah.

Keempat, tahapan pembahasan, di mana surat sekda ke
Bapemperda mengenai Ranperda yang akan disampaikan,
penyampaian ranperda dari walikota ke DPRD, harmonisasi
ranperda ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Barat, paripurna penyampaian Ranperda ke DPRD,
Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas penyampaian Ranperda,
paripurna Jawaban/tanggapan kepala daerah atas pandangan
umum Fransi dan pembentukan alat kelengkapan pembahasan,
expose Ranperda. Kelima, tahapan pengesahan, yakni
Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh
DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD
kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan
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Daerah. Penyampaian Ranperda tersebut dilakukan paling lama
7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Ranperda tersebut
ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah
dengan membubuhkan tanda tangan dan dalam jangka waktu
paling lama 30 hari sejak Ranperda disetujui bersama. Dalam
jangka waktu tiga puluh hari Kepala Daerah tidak
menandatangani Ranperda yang sudah disetujui bersma, maka
Ranperda tersebut sah dan menjadi Peraturan Daerah dan wajib
diundangkan. Keenam, tahapan pengundangan, dimana telah
dilaksanakan pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran
Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai
kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali
dintentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang
bersangkutan. Ketujuh, tahapan penyebarluasan yakni dengan
dengan cara melaksanakan sosialisasi langsung kepada
masyarakat oleh pemerintah pemerkasa, penginputan perda
melalui media informasi yaitu di jaringan dokumentasi informasi
hukum pemerintah kota tasikmalaya, penyebaran buku-buku
peraturan.

Perda-perda bernuansa syariah tersebut secara dejure dan
aefacto masih berlaku di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten
Indramayu, bahkan tidak ada suatu bentuk keberatan konstitutif
dari kelompok masyarakat dengan mengajukan uji materi ke
Mahkamah Agung. Meski tetap membutuhkan perubahan-
perubahan ke depan, tetapi hal tersebut menunjukkan bahwa
secara sosial dan politik Perda-perda bernuansa syariah tersebut
diterima oleh masyarakat di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten
Indramayu.

2. Mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi diterbitkannya
Perda bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten
Indramayu

Beberapa faktor turut mempengaruhi diterbitkannya Perda
bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten
Indramayu yakni:
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Faktor pertama adalah masyarakat Kota Tasikmalaya dan
Kabupaten Indramayu merupakan masyarakat dengan mayoritas
muslim  (tradisional) dan punya keinginan kuat untuk
melestarikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat
diwilayahnya.

Faktor kedua adalah faktor sosial politik Islam yang sangat
dipengaruhi dinamika organisasi masyarakat keagamaan yang
masih kuat dorongan formalisasi syariat Islam dalam regulasi
daerah khususnya melalui kekuatan partai politik Islam yang ada
di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu.

Faktor ketiga adalah perkembangan zaman dan modernisasi
menimbulkan perubahan sosial khususnya perubahan perilaku
masyarakat dan kemerosotan moral, semula masyarakatnya
berperilaku religius Islami kemudian berubah menjadi hedonis
dan berperilaku negatif yang terlihat dari tingginya kasus
narkoba, HIV-AIDS, pelacuran, perjudian dan juga maraknya
praktek-praktek riba

3. Perda Bernuansa Syariah di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten
Indramayu dalam perspektif Magasid Syariah

Berdasarkan Magasid Asy-Syar ‘ahPerda Bernuansa Syari’ah
di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu, ada yang sesuai
dengan Magasid Asy-Syar ‘ahdan ada yang kurang sesuai. Telah
sesuai seperti Perda terkait miras, narkoba, prostitusi dan
perjudian. Sementara yang kurang sesuai adalah perda terkait
tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan Madrasah
Diniyah, yang bila dikorelasikan dengan politik hukum bahwa
Indonesia sebagai negara plural, majemuk, multi kultural dan
bukan negara agama.

Secara materi tidak mengatur kewenangan daerah ataupun
kontribusi pendanaan. Sehingga perda bernuasa syariah harus
memberikan  kesesuaian  (keharmonisan), keadilan dan
kemaslahatan. Kebaruan (novelty) yang ditemukan penulis adalah
konsep harmonisasi syariah dan hukum dalam pembentukan
kebijakan daerah yang diartikan yaitu formalisasi syariat Islam
dalam pembentukan kebijakan daerah sebagai produk politik
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harus menyelaraskan aspek syariat dan aspek hukum, agar
mendatangkan keadilan dan kemaslahatan semua manusia (//
mashalih al-ibad). Konsep ini, selaras dengan teori objektifikasi
dari Kuntowijoyo, yang mengatakan bahwa hukum (kebijakan
daerah) harus lebih  membumi dalam merespon dan
menyelesaikan masalah-masalah kongkret dan riil yang ada
dalam masyarakat.

B. Saran-saran

Penelitian ini masih memerlukan pengembangan mengikuti
dinamika sosial politik diberbagai daerah yang masih
menerapkan Perda-perda bernuansa syariah. Beberapa saran yang
dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat perlu berhati-hati dalam menghadapi
maraknya Perda bernuansa Syari’ah di  beberapa
Kabupaten/Kota di Indonesia karena bisa menjadi pintu
masuk bagi kaum Islamis dalam melakukan formalisasi
Syari’at Islam dalam konteks negara. Pemerintah pusat harus
memastikan apakah prosedur, materi dan proses-proses
lainnya sesuai dengan kerangka negara hukum yang
berdasarkan pada ideologi Pancasila atau tidak. Jika
ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip negara
hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945,
maka pemerintah pusat wajib mengambil langkah-langkah
tegas agar tidak kecolongan dengan manuver-manuver
maupun gerakan politik kaum Islamis.

2. Diperlukan adanya pendidikan politik kewargaan bagi seluruh
warga negara Indonesia agar mereka tidak mudah dipengaruhi
oleh para politisi yang memanfaatkan mereka karena
ketidaktahuan mereka terhadap proses dan mekanisme
legislasi dan penerapan perda bernuansa Syari’ah. Masyarakat
juga perlu mengetahui berbagai hal yang terkait dengan motif
para politisi dalam melakukan legislasi dan penerapan Perda
bernuansa Syari’ah agar mereka tidak terlalu fanatik terhadap
perda-perda bernuansa Syari’ah.
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3. Pemerintah Daerah perlu melakukan kajian secara cermat dan
mendalam terkait dengan perda-perda bernuansa Syari’ah
yang diusulkan oleh masyarakat agar materi dan subtansi
perda benar-benar bisa menjamin kemaslahatan serta tidak
menimbulkan diskriminasi. Pemerintah daerah juga tidak
boleh melakukan diskriminasi terhadap realisasi perda-perda
bernuansa Syari’ah karena bisa menimbulkan konflik internal
di masyarakat.
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Mei 2021 dan 13 Januari 2023.
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